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ABSTRAK 
 
ISKAL PERDANA (B11110166), Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Penadahan Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar Tahun 
2010-2013. Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing I 
dan Nur Azisa selaku Pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor di kota Makassar 
dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2013 dan bagaimanakah upaya 
aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penadahan 
kendaraan bermotor di kota makassar. 
  
Penelitian ini dilakukan di Makassar, adapun yang menjadi objek 
penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dan 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Peneltian ini dilakukan dengan 
wawancara langsung dengan narasumber-narasumber pada setiap lokasi 
penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik yang diajukan secara 
mendalam dan tajam. Pendekatan yang kedua adalah dengan 
memaparkan secara deskriptif berbagai hasil wawancara lalu melakukan 
analisis psikologis, sosiologis dan yuridis.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kejahatan penadahan 
kendaraan bermotor di kota Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
antara lain faktor murahnya harga barang, lingkungan dan mudahnya 
melakukan kejahatan penadahan karena minimnya resiko tertangkap oleh 
pihak berwajib. Kemudian hasil penelitian terhadap upaya-upaya aparat 
penegak hukum dalam melakukan penanggulangan terjadinya kejahatan 
penadahan kendaraan bermotor di kota Makassar terbagi atas dua yaitu 
upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya 
preventif berupa melaksanakan kegiatan penyuluhan dan memberikan 
himbauan melalui media oleh pihak Kepolisian Resort kota Besar 
Makassar dan upaya represif berupa upaya penindakan dan penerapan 
hukuman bagi pelaku serta upaya pembinaan oleh Lembaga 
Pemasyarakatan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat 
esensial sifatnya untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti 
bahwa setiap perbuatan aparat harus berdasar pada hukum, serta setiap 
warga negara harus menaati hukum. Dengan perkembangan dunia yang 
semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan 
berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini 
mungkin. Kejahatan dalam bentuk pencurian terhadap harta benda tidak 
akan tumbuh subur apabila tidak ada yang menampung hasil curian itu, 
benda-benda curian itu tidak mungkin untuk selalu dimiliki dan disimpan 
sendiri, maka disinilah peranan seorang penadah hasil pencurian 
terhadap harta benda sangat diperlukan. Adanya penadah sebagai 
penampung barang hasil kejahatan pencurian memberikan kemudahan 
bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, jadi pelaku pencurian tidak 
harus menjual sendiri hasil curiannya ke pihak lain, tetapi dapat ia 
salurkan melalui penadah .  
Penadahan sebagai kejahatan, sekaligus merupakan salah satu 
gejala sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Kota 
Makassar. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
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Indonesia, delik penadahan digolongkan sebagai kejahatan terhadap 
harta benda yang diatur dalam Pasal 480, 481 dan Pasal 482 KUHP. 
Suatu kenyataan dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun 
kelompok, sering terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-
norma hidupnya terutama yang dikenal sebagai norma hukum. Terlebih 
dimasa yang sulit ini, dimana tingkat pengangguran meningkat sedangkan 
lapangan pekerjaan sangat terbatas, serta masalah ketidakmampuan 
ekonomi sering kali ini dijadikan alasan dan dikaitkan dengan perilaku-
perilaku yang menyimpang tersebut, pelaku penyimpangan tersebut 
dalam memenuhi kebutuhannya dengan jalan pintas terkadang tidak 
menghiraukan bahwa tindakannya tersebut telah melanggar hukum, 
diantaranya adalah dengan merampas hak orang lain, mencuri atau 
bahkan menadah hasil dari kejahatan tersebut. Hal tersebut termasuk 
sebagai suatu tindak pidana, yang mempunyai akibat hukum bagi pelaku. 
Kemajuan di bidang teknologi dan informasi saat ini juga banyak 
sekali memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pada saat  
perekonomian nasional yang sedang mengalami kehancuran maka mulai 
timbul tindak pidana dengan modus operandi yang berbeda-beda. 
Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin pesat,  
pelanggar  hukum juga semakin banyak dan berkembang, demikian pula 
bentuk dan jenis kejahatan semakin meningkat seperti  kejahatan 
penadahan. Penadahan merupakan kejahatan yang terjadi setelah ada 
kejahatan lain sebelumnya seperti pencurian, perampokan, penggelapan 
dan sebagainya. Kejahatan penadahan ini terjadi karena adanya 
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dorongan hasrat pelaku untuk memperoleh keuntungan dari  hasil  
kejahatan karena barang yang diperoleh dari  kejahatan harganya jauh di 
bawah standar pasaran. 
Kemajuan pertumbuhan sosial di masyarakat ditandai pula dengan 
tingkat konsumtif masyarakat yang naik pula, salah satu contohnya adalah 
dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor 
khususnya roda dua. Sekarang ini, hampir setiap orang memiliki 
kendaraan bermotor. Bahkan ada orang yang menganggap bahwa 
kendaraan bermotor merupakan kebutuhan primer dalam hidupnya. 
Semakin terjangkaunya harga dari kendaraan bermotor serta banyaknya 
lembaga-lembaga pembiayaan yang memudahkan masyarakat untuk 
memiliki kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor yang 
menunjang mudahnya seseorang untuk memiliki barang tersebut. Hal 
itulah yang melatar belakangi meningkatnya jumlah pencurian motor yang 
kemudian berpotensi kepada meningkatnya jumlah penadahan motor 
tersebut. 
Kejahatan penadahan yang sering terjadi  dewasa ini  adalah 
kejahatan penadahan kendaraan bermotor yang  didapat   dari   kejahatan 
pencurian.  Pada   kejahatan  penadahan, pelaku sudah mengetahui atau  
patut  menduga bahwa barang atau objek tersebut  merupakan   hasil  
kejahatan  sebagai contoh motor yang dijual tidak dilengkapi dengan 
surat-surat yang sah seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 
(STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sehingga pembeli 
patut  menduga bahwa motor tersebut   berasal   dari   tindak kejahatan.  
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Pembeli motor hasil penadahan disebut sebagai penadah karena 
pembeli tersebut  mengetahui bahwa   barang   yang   dibeli   adalah   
hasil   penadahan.  Tindak   pidana penadahan diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dalam Pasal 480 KUHP 
yaitu : 
“Diancam dengan   pidana  penjara   paling  lama   empat   tahun 
atau pidana  denda  paling banyak sembilan ratus rupiah:  
1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, 
menerima hadiah, atau untuk   menarik   keuntungan,  menjual,  
menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, 
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang 
diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari 
kejahatan penadahan. 
2) Barang siapa menarik keuntungan dari  hasil  sesuatu benda,  
yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari 
kejahatan.” 
 
Pengaturan hukum  yang  demikian,   dapat   diketahui   perbuatan-
perbuatan   yang  melawan hukum dan dapat   diketahui   pula   alasan   
seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga 
dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat 
pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi 
sosial ini akan semakin nampak pada saat  persoalan-persoalan dan 
ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. 
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Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau   
anggota  masyarakat   pada   alternatif   pilihan   yaitu   penyesuaian   atau   
penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau 
pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum 
pidana yang disebut kejahatan. 
Berdasarkan hal di atas penulis mengajukan skripsi yang berjudul: 
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penadahan Kendaraan 
Bermotor Di Kota Makassar Tahun 2010-2013”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka rumusan 
permasalahannya adalah sebagai berikut : 
1) Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
penadahan kendaraan bermotor di kota Makassar dalam kurun 
waktu tahun 2010 hingga 2013? 
2) Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam 
menanggulangi kejahatan penadahan kendaraan bermotor di kota 
Makassar ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
penadahan kendaraan bermotor di kota Makassar dalam kurun 
waktu tahun 2010 hingga 2013. 
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2) Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum dalam 
menanggulangi kejahatan penadahan kendaraan bermotor di kota 
Makassar. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1) Teoritis 
Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus 
menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia 
akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan 
Penadahan. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk 
melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi 
perkembangan hukum di Indonesia. 
2) Praktis.  
Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang 
kasus-kasus kejahatan yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya 
pencegahan sehingga kasus-kasus Kejahatan Penadahan bisa dikurangi. 
Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak 
hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan 
langkah-langkah dalam memberantas kejahatan penadahan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Hukum Pidana dan Kriminologi 
1. Pengertian Hukum Pidana  
Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa 
Belanda Straafrecht : straf berarti pidana, dan recht berarti hukum. (Amir 
Ilyas, 2012:2)  
Pengertian hukum pidana banyak dikemukakan oleh para sarjana 
hukum, diantaranya adalah Soedarto (Sofjan Sastrawidjaja, 1990:9) yang 
mengartikan bahwa : “Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang 
mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu 
suatu sebab-akibat yang berupa pidana”.  
Selanjutnya pengertian hukum pidana menurut Moeljatno (Andi 
Hamzah, 2008:4), menyatakan Hukum Pidana merupakan bagian dari 
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan 
dasar-dasar dan aturan untuk :  
1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang 
berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut.  
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.  
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3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka telah 
melanggar larangan tersebut.  
 
2. Hubungan Hukum Pidana dengan Kriminologi  
Hukum pidana sangatlah istimewa dikarenakan hukum pidana 
merupakan sanksi terakhir atau ultimatum remedium yang mengatur 
kehidupan masyarakat yang saling bersinggungan didalam kelompok 
bermasyarakat.  
Dalam mempelajari hukum pidana, tentunya didukung oleh ilmu-
ilmu yang dapat menunjang dan dibagi menjadi 3 bagian Ilmu, yaitu : 
(Andi Hamzah, 2008:5) 
1. Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana  
a. Materil, Mengatur akan segala perbuatan-perbuatan yang dapat 
dipidana, seperti yang dirumuskan dalam KUHP, dan pidana 
yang dirumuskan dalam undang-undang khusus seperti 
Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Terorisme, 
dan sebagainya.  
b. Formil, yaitu prosesi beracara yang dimulai dari tingkatan 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan oleh jaksa, dan 
diputuskan atau ditetapkannya hukuman oleh sidang pengadilan 
dan yang terakhir penempatan dalam Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas).  
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2. Empiris, yakni ilmu penunjang Hukum pidana yang bertumpu pada 
musabab terjadinya tindak pidana dan penggulangannya, seperti 
Ilmu Kriminologi, Forensik, Viktimologi, Penologi, Sosiologi Hukum.  
3. Filsafat Hukum Pidana, yakni Ilmu yang menjelaskan tujuan 
penjatuhan pidana dan teori-teori seperti :  
a. Teori perjanjian yang lahir pada masa Aufklaurung (pencerahan).  
b. Teori-teori absolut (mutlak).  
c. Teori-teori relatif.  
d. Teori-teori campuran.  
 
A. Pengertian Kriminologi  
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi ditemukan oleh P. 
Topinard (A.S. Alam, 2010:1) seorang ahli antropologi Prancis. 
Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “Crime” yang berarti kejahatan 
dan “logos” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga 
kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan.  
Banyak literatur-literatur tentang kriminologi yang memberikan 
batasan atau pengertian tentang kriminologi. Tujuan dari pemberian 
definisi tersebut adalah untuk menunjukkan objek serta identitas suatu 
ilmu. Mengenai hal tersebut, Wolfgang berpendapat, bahwa krimimologi 
harus dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri, karena 
kriminologi telah mempunyai data-data yang teratur secara baik dan 
21 
 
konsep teoritis yang menggunakan metode-metode ilmiah. Dengan 
kedudukan seperti itu tidak dipungkiri bahwa adanya hubungan yang 
seimbang dalam menyokong pengetahuan akan timbul dengan berbagai 
lapangan ilmu. Kedudukan sosiologi, psikologi, psikiatri, hukum, sejarah 
dan ilmu-ilmu yang lain secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 
memberikan bantuannya kepada kriminologi tidak mengurangi peranan 
kriminologi sebagai suatu subjek yang berdiri sendiri yang didasarkan atas 
penelitian ilmiah.  
Sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, kriminologi memiliki objek 
tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik 
objek materiil maupun formil. Pembeda antara bidang ilmu yang satu 
dengan bidang ilmu yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak 
ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek 
formilnya sama maka ilmu itu adalah sama.  
Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan 
pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dengan 
tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai 
masalah kejahatan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam 
mempelajari dan menganalisa pola-pola dan faktor-faktor kausalitas yang 
berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial 
terhadap keduanya. 
Mengenai ruang lingkup kriminologi para sarjana memberikan definisi 
sendiri-sendiri seperti : (R. Soesilo 1985:12) 
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1. Menurut W.A. Bonger Guru besar di Universitas Amsterdam 
menyatakan bahwa: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi 
teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu 
pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-
ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-
gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut 
dengan cara-cara yang ada padanya, menyelidiki sebab-sebab dari 
gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan etiologi.di samping 
kriminologi murni atau kriminologi teoritis ini di susun kriminologis 
praktis.  
2. Edwin H. Sutherland di dalam bukunya yang berjudul “principles of 
criminology” mengatakan bahwa, kriminologi adalah keseluruhan 
pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala 
sosial. dalam skop pembahasan ini, termasuk proses-proses 
pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang dan 
reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Proses-proses ini 
meliputi tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan hubungan-
hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi.  
3. M.P. Vrij menyatakan bahwa, kriminologi adalah suatu ilmu 
pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Mula-mula mempelajari 
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kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari pada 
kejahatan tersebut.  
4. W E. Noach, guru besar di Jakarta yang merupakan salah satu 
pendiri dari Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Seorang 
peletak dasar pengajaran kriminologi Indonesia, dalam bukunya 
yang berjudul: Criminologie membagi kriminologi atas :  
a.  Kriminologi dalam arti kata luas. Yakni kriminologi yang 
menggunakan ilmu-ilmu alam kimia dan lain-lain seperti ilmu 
kedokteran kehakiman (ilmu kedokteran forensik), ilmu alam 
kehakiman antara lain ilmu sidik jari (daktiloskopi) dan ilmu 
kimia kehakiman antara lain ilmu tentang keracunan (ilmu 
taksikologi).  
b.  Kriminologi dalam arti kata sempit adalah ilmu pengetahuan 
yang mempelajari bentuk-bentuk penjelmaan, sebab-sebab dan 
akibat-akibat dari kriminalitas (Kejahatan dari perbuatan-
perbuatan buruk).  
5. Kriminolog Paul Moedigdo Moeliono yang telah banyak berjasa 
melahirkan kriminolog-kriminolog muda Indonesia merumuskan 
bahwa, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh 
berbagai-bagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah 
manusia.  
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6. Soedjono D dalam bukunya yang berjudul “Konsepsi Kriminologi 
Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan” mengartikan bahwa 
kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab 
akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala 
manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai 
ilmu pengetahuan. Tegasnya kriminologi merupakan sarana untuk 
mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari 
cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.  
7. J.Michael dan M.J. Adler menyatakan, bahwa kriminologi itu 
meliputi keseluruhan dari data-data tentang perbuatan-perbuatan 
dan sifat penjahat, lingkungannya dan cara penjahat itu secara 
resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan masyarakat 
dan oleh para anggota masyarakat.  
8. A.E. Wood menentukan bahwa, istilah kriminologi itu meliputi 
keseluruhan dari pengetahuan yang di peroleh dari teori atau 
pengalaman yang berhubungan dengan kejahatan,di dalamnya 
termasuk reaksi-reaksi dari kehidupan bersama atas kejahatan dan 
penjahat.  
9. S. Seeling merumuskan, bahwa kriminologi adalah ajaran tentang 
gejala-gejala yang nyata, artinya gejala-gejala badaniah dan 
rohaniah dari kejahatan.  
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10. W. Sauer mengartikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan 
tentang sifat jahat dari pribadi seseorang dan bangsa-bangsa 
berbudaya. Oleh karena itu objek penyelidikan kriminologis adalah 
pertama, kriminalitas di dalam kehidupan orang perorangan dan 
kedua, kriminalitas di dalam kehidupan negara-negara dan bangsa-
bangsa.  
11. J. Constant melihat kriminologi itu suatu pengetahuan pengalaman 
yang bertujuan menentukan faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan dan penjahat. Dalam hal ini diperhatikan baik faktor-
faktor sosiologis dan ekonomis,maupun faktor-faktor individu 
psikologis.  
 
 
Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, secara garis 
besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan 
ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, untuk memahami sebab-
musabab terjadinya kejahatan, serta mempelajari tentang pelakunya, yaitu 
orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Dan juga 
untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal 
ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat 
terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul 
dimasyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang merugikan atau 
membahayakan masyarakat luas.  
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1. Bagian-bagian Ilmu Kriminologi 
Ilmu pengetahuan terpenting lainnya yang menunjang kriminologi 
misalnya falsafah, sosiologi (ilmu kemasyarakatan), Psikologi (ilmu jiwa), 
Antrhopologi (ilmu manusia) dan ilmu statistik, sehingga kriminologi itu 
meliputi bagian-bagian seperti : (Romli Atmasasmita, 1997:23) 
1.  Anthropologi kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia 
yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberi jawaban atas 
pertanyaan seperti seorang jahat mempunyai tanda-tanda khas 
apa di bidangnya? Apakah ada hubungan antara suku bangsa 
dengan kejahatan dan lain sebagainya.  
2.  Sosiologi kriminil, ialah pengetahuan tentang kejahatan sebagai 
suatu gejala masyarakat.sampai di mana letak sebab-sebab 
kejahatan dalam masyarakat,yang bisa disebut etiologi sosial. 
Dalam arti luas juga termasuk penyidikan mengenai keadaan-
keadaan sekelililng phisik penjahat seperti pengaruh daerah 
(geografis) dan pengaruh hawa (klimatologis).  
3.  Psikologi kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan di 
pandang dari sudut jiwa. Penyelidikan dapat diarahkan kepada 
jiwa kepribadian perorangan atau jiwa suatu kelompok atau 
massa,untuk mengetahui jiwa tersangka,saksi,pembela,hakim 
dan lain-lain, juga untuk menyusun golongan-golongan penjahat.  
4.  Psiko dan neuropathology kriminil, ialah ilmu pengetahuan 
tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya.  
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5.  Poenologi, ialah ilmu pengetahuan tentang timbul dan 
pertumbuhan pidana, arti dan faedahnya.  
6.  Statistic kriminil, ialah ilmu pengumpulan, penghitungan, 
pengukuran dan pengolahan angka gejala-gejala dalam 
kejahatan.  
2. Objek Kriminologi 
Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang boleh dikatakan bukan 
’barang’ baru. Akan tetapi ilmu ini adalah ilmu yang sangat langka dalam 
perkembangannya. Perkembangan kriminologi terpusat dalam dua kutub, 
yaitu negara Eropa Kontinental dan negara Anglo Saxon. Akan tetapi 
perkembangan tersebut bersebrangan satu dengan yang lainnya. 
Terkecuali dengan objek yang diterapkannya. 
Dengan demikian secara singkat dapat diuraikan, bahwa objek kriminologi 
adalah: (Soedjono Dirdjosisworo, 1984:32) 
a. Kejahatan  
Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat 
diketahui secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang 
lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan 
adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. 
Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. 
Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, 
suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial.  
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Kejahatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kejahatan 
dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. 
Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu 
pemicu dalam perkembangan kriminologi. Perlu dicatat bahwa 
kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak 
sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai 
salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan 
pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan 
mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, 
diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran 
hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam 
undang-undang pidana. 
 
b. Pelaku  
Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari 
kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka 
sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. 
Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian 
adanya. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan 
adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum 
oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku 
adalah tentang orang-orang yang telah melakukan kejahatan, dan 
dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat 
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kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan 
muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.  
c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum 
dan pelaku kejahatan  
Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah 
yang menentukan tingkah laku yang tidak dapat dibenarkan serta 
perlu mendapat sanksi pidana. dengan demikian dalam hal ini 
keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang 
perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi. 
 
B. Kejahatan 
 1. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang 
bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah 
disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).   
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun 
tentang kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap 
sebagai suatu kejahatan. Misalnya Pasal 338 KUHP : ”Barangsiapa 
dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena 
pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”. 
Menurut A.S. Alam (2010:16) ada dua sudut pandang untuk 
mendefenisikan kejahatan, Yaitu :  
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a) Sudut pandang hukum, kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. 
Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan 
itu tidak dilarang diperundang-undangan pidana perbuatan itu 
tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. 
b) Sudut pandang masyarakat, kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang 
masih hidup di dalam masyarakat. 
Sedangkan menurut  M. A. Elliat (A. Gumilang, 1993:4) 
mengemukakan bahwa:  
“Kejahatan adalah suatu masalah dalam masyarakat modern atau 
tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi 
hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan lain-
lain”. 
Menurut Bonger (A.S. Alam, 2010:21) bahwa : “Kejahatan 
merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat 
reaksi dari Negara merupakan pemberian derita, dan kemudian 
sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum mengenai 
kejahatan” 
 
  Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka kejahatan dapat 
ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi yuridis dan dari segi sosiologis. 
Secara yuridis, kejahatan merupakan segala  tingkah laku atau perbuatan 
manusia yang dapat dipidana sesuai dengan aturan hukum pidana. 
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Sedangkan secara sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial 
yang sifatnya merugikan masyarakat. 
 
 2. Unsur-unsur Kejahatan 
  Kejahatan juga mempunyai beberapa unsur. Seperti yang 
dikemukakan A.S. Alam (2010:18) untuk menyebut sesuatu perbuatan 
sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang 
harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah: 
a) Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian; 
b) Kerugian tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP); 
c) Harus ada perbuatan; 
d) Harus ada maksud jahat; 
e) Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat; 
f) Harus ada perbauran antara kerugian  yang telah diatur di 
dalam KUHP dengan perbuatan; 
g) Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan 
tersebut. 
 
 
 
 
 3. Klasifikasi Kejahatan 
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  Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan 
beberapa pertimbangan: 
 Menurut Bonger (A.S. Alam, 2010:21) membagi  kejahatan 
berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut: 
a) Kejahatan  (economic crime), misalnya penyelundupan. 
b) Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zinah. 
c) Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan 
PKI 
d) Kejahatan lain-lain (miscelianeaus crime), misalnya 
penganiayaan. 
Sedangkan menurut A. S. Alam membagi kejahatan berdasarkan 
berat atau ringan ancaman pidana: 
a) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam 
buku ke-II (dua) KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian, dll. 
Golongan inilah dalam bahasa inggris disebut felony. 
Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana 
mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara. 
b) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di 
dalam buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan 
persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberi 
keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan kurungan 
selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam 
bahasa inggris disebut misdemeanor. Ancaman 
hukumannya biasanya hukuman denda saja. 
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 4. Kejahatan Dari Perspektif Yuridis 
Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari 
adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat 
merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan 
lain sebagainya yang dilakukan manusia, sebagaimana yang 
dikemukakan Rusli Effendy (1978:1): “Kejahatan adalah delik hukum 
(Rechts delicten) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak 
ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi 
dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hokum”. 
Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi 
pidana yang telah diatur dalan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (Selanjutnya di singkat KUHPidana) ,yang dinyatakan didalamnya 
sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E. Sahetapy (1989:110), 
bahwa : “Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan 
adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum 
publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa 
pidana oleh Negara”. 
Moeliono (Soedjono Dirdjosisworo, 1984:3) merumuskan 
kejahatan adalah “pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan 
atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, 
dan tidak boleh dibiarkan”. 
Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso, 
2003:14) : 
34 
 
Bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara 
karena merupakan  perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap 
perbuatan itu negara beraksi dengan  hukum sebagai upaya pamungkas. 
J.E Sahetapy (Topo Santoso, 2003:11)  memberikan batasan 
pengertian kejahatan sebagai berikut “Kejahatan sebagaimana terdapat 
dalam Perundang Undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian 
yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi diberi sanksi berupa 
pidana oleh Negara”. 
Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan 
yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum 
pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. 
 
 5. Kejahatan Dari Perspektif Sosiologis 
Menurut Topo Santoso (2003:15) bahwa : “Secara sosiologi 
kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh 
masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku 
yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu 
yang memiliki pola yang sama”. 
Sedangkan menurut R. Soesilo (1985:13) bahwa : “Kejahatan 
dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, 
walaupun  tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-Undang, karena 
pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan 
bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat”. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang 
Undang- Undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan 
umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana. 
Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal 
angka kejahatan di dalam lingkungan social. Teori-teori ini dapat 
dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: (A.S. Alam, 2010:45) 
1. Anomie (ketiadaan social) atau Strain (ketegangan) 
Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim (1858-1917), Menekankan 
pada “normlessness, lessens social control” yang berarti 
mengendornya pengawasan dan pengendalian social yang 
berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang 
menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan 
norma, bahkan kerapkali terjadi konflik norma dalam pergaulan. 
(A.S. Alam, 2010:47) 
2. Cultural Deviance (penyimpangan budaya) 
Cultural deviance theories terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori 
penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada 
kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang 
melakukan aktivitas criminal. 
Cultural deviance theories memandang kejahatan sebagai 
seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. Proses 
penyesuaian diri dengan system nilai kelas bawah yang 
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menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan 
benturan dengan hukum-hukum masyarakat. (A.S. Alam, 2010:54) 
 
 
 
3. Social Control (control social) 
Pengertian teori control atau control theory merujuk pada setiap 
perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku 
manusia. Sementara itu, penengertian teori control social lebih 
merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang 
dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara 
lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. (A.S. 
Alam, 2010:61) 
C. Pengertian Penadahan 
1. Jenis-Jenis Penadahan 
Penadahan diatur di dalam Pasal 480 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun 
atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Perbuatan yang 
tercakup dalam pengertian menadah : 
1. Barang siapa membeli, menyewa,menukar, menerima gadai, 
menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat 
keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, 
menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, 
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yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari 
kejahatan; 
2.  Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang 
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh 
dari kejahatan. 
Maksud dari Pasal 481 KUHP ialah bagi seseorang yang 
melakukan kejahatan “sekongkol secara kebiasaan”. Agar perbuatan ini 
dapat dihukum, maka menurut pasal ini penadahan tersebut telah 
dijadikan sebagai suatu kebiasaan yang harus dibuktikan. Suatu 
perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan bilamana melakukan 
perbuatan tersebut lebih dari satu kali. Para pelaku kebiasaan penadahan 
ini akan di jatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Alasan memperberat 
hukuman, karena orang itu biasa dan selalu menampung barang-barang 
yang berasal dari kejahatan. Pelaku-pelaku kejahatan yang mencuri harta 
benda itu jadi dipermudah dan ditolong, karena mereka tahu sudah ada 
yang menjadi saluran pembeli barang curian itu. 
Pasal 482 ayat 2 KUHP, mengemukakan bahwa pelaku penadahan 
dapat dikenakan hukuman tambahan nomor 1 sampai dengan nomor 4 
dari pasal 35, dan dapat pula dikenal pencabutan hak melakukan 
pekerjaan pencaharian (bereop). 
Pasal 482 KUHP ialah penadah ringan, ancaman hukumannya 3 
(tiga) bulan penjara atau denda. Pengertian penadahan ringan adalah jika 
barang yang ditadah mempunyai harga yang tidak besar. 
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Dari rumusan itu maka jelaslah bahwa ada 3 (tiga) kemungkinan 
saja terjadinya penadahan ringan, ialah bila benda yang diperoleh dari 
kejahatan itu adalah berupa benda-benda: 
1) Kejahatan pencurian  ringan (Pasal 364 KUHP), 
2) Kejahatan penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), dan 
3) Kejahatan penipuan ringan (Pasal 379 KUHP) 
 
 
2. Unsur-unsur Penadahan 
Dalam Pasal 480 itu ada dua rumusan kejahatan penadahan, 
Rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur sebagai 
berikut: 
1. Unsur-unsur Objektif: 
a) Perbuatan kelompok 1, yakni: 
1) Membeli 
2) Menyewa 
3) Menukar 
4) Menerima gadai 
5) Menerima hadiah, atau kelompok 2 
Untuk menarik keuntungan: 
1) Menjual; 
2) Menyewakan; 
3) Menukar; 
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4) Menggadaikan; 
5) Mengangkut; 
6) Menyimpan; 
7) Menyembunyikan; 
b) Objeknya : Suatu benda 
c) Yang diperolehnya dari suatu kejahatan. 
2. Unsur-unsur Subjektif : 
a) Yang diketahuinya, atau 
b) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari 
kejahatan. 
D. Pengertian Kendaraan Bermotor 
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi 
darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran 
dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg 
dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor 
penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). 
Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992, yang 
dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan 
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi 
tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 
bersangkutan.Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini 
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adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam 
pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta 
tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai 
penariknya.  
Jenis Kendaraan bermotor menurut Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi 
tanggal 14 Juli 1993 yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 
14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : 
a. sepeda motor;  
b. mobil penumpang (termasuk juga dari jenis Mobil Keluarga Ideal 
terbaik Indonesia);  
c. mobil bus;  
d. mobil barang;  
e. kendaraan khusus.  
 
E. Teori Penyebab Kejahatan 
Kejahatan dapat timbul karena adanya dua macam faktor (B.Bosu : 1982), 
yaitu :  
1. Faktor pembawaan  
Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau 
bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan karena 
pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti : 
keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orang tuanya adalah 
penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orang tuanya, sebab 
buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pertumbuhan fisik dan meningkatnya 
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usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan 
dikatakan bahwa ketika seorang anak masih kanak-kanak, maka pada 
umumnya mereka suka melakukan kejahatan perkelahian atau 
permusuhan kecil-kecilan akibat perbuatan permainan seperti 
kelereng/nekeran. Ketika anak menjadi akil balik (kurang lebih umur 17 
sampai 21 tahun), maka kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan 
seks seperti perzinahan, dan pemerkosaan. Antara umur 21 sampai 
dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan dibidang 
ekonomi. Sedangkan antaraumur 30 sampai 50 di mana manusia telah 
memegang posisi kehidupan yang mantap, maka mereka sering 
melakukan kejahatan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan 
seterusnya.  
2. Faktor lingkungan  
Socrates (B. Bosu, 1982:24) mengatakan bahwa “manusia masih 
melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak nyata 
baginya”.  
Socrates menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di 
rumah maupun di sekolah memegang peranan yang sangat penting untuk 
menentukan kepribadian seseorang. Sebab ada pepatah mengatakan 
apabila guru kencing berdiri, maka murid pun akan kencing berlari oleh 
karena itu menciptakan lingkungan yang harmonis adalah merupakan 
kewajiban bagi setiap orang, masyarakat maupun negara.  
Menurut Romli Atmasasmita (1997:62), membagi teori-teori 
penyebab kejahatan ke dalam 5 bagian, yaitu ;  
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1. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association)  
Teori asosiasi diferensial dikemukakan pertama kali oleh seorang 
ahli sosiologi Amerika, E.H.Sutherland, pada tahun 1934 dalam 
bukunya Principle Of Criminology. Sutherland menemukan istilah 
differential association untuk menjelaskan proses belajar tingkah 
laku criminal melalui interaksi soial itu. Menurutnya, mungkin saja 
melakukan kontrak (hubungan) dengan “definition favorable to 
volation of law” atau dengan ”definition unfarotble to violation of 
law”. Rasio dan defenisi atau pandangan tentang kejahatan ini 
apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat 
dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut tindak 
kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima.  
2. Teori Anomi  
Menurut Marton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi 
kelas kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak perlu dibagikan 
secara merata, sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. 
Teori anomi dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu:  
(1) Cultural as piration atau culture goals yang diyakini berharga 
untuk diperjuangkan, dan  
(2) Institutionalized means atau accepted ways untuk mencapai 
tujuan itu. Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan 
terintegrasi, dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap 
individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi 
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mereka. Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial 
merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-
kadang pendekatan ini disebut a structural explanation). 
Selain teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi 
di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, 
disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan 
tekanan tadi.  
 3. Teori Kontrol Sosial  
Teori control atau control theory merujuk kepada setiap perspektif 
yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. 
Sementara itu, pengertian teori control sosial merujuk kepada 
pembahasan delikuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan 
variabel-variabel yang bersifat sosiologis : antara lain struktur 
keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, 
pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol 
lainnya.  
Pemunculan teori kontrol-sosial ini diakibatkan tiga ragam 
perkembangan dan kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud 
adalah :  
1. Adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali 
kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi 
konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai 
kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu : 
penjahat.  
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2. Munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru 
telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih 
pragmatis dan berorientasi pada sistem.  
3. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru 
khususnya bagi tingkah laku anak/ remaja.  
4. Teori Labeling  
 Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan 
teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, 
patologis atau pandangan yang bersifat relatif; Backer beranggapan 
bahwa pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil dan kurang 
realistis. Teori Labeling dari Edwin Lemert mengelaborasi pendapat 
Tannenbaum dengan memformalisasi asumsi-asumsi dasar dari 
Labeling Theory. Lamert membedakan dua jenis tindakan 
menyimpang: penyimpangan primer (primer deviations) dan 
penyimpangan sekunder (secondary deviations).  
Menurut Schrag (Romli Atmasasmita, 1997:50-51) menyimpulkan 
teori Labeling sebagai berikut :  
1.  Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya 
bersifat kriminal.  
2.  Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat 
dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki 
kekuasaan.  
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3.  Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar 
undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh 
penguasa.  
4.  Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat 
berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat 
dikelompokkan menjadi dua bagian : kelompok criminal dan non 
criminal.  
5.  Tindakan penangkapan adalah awal dari proses Labelling.  
6.  Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem 
peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku/ penjahat sebagai 
lawan dari karakteristik pelanggarannya.  
7.  Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik 
umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan 
pengambilan keputusan dalam sistem peradilan utama.  
8.  Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif 
kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan 
penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.  
9.  Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan 
identifikasi dengan citra sebagai deviant dan subkultur.  
5. Teori Paradigma Studi Kejahatan  
Simeca dan Lee dikutip dari Robert F. Meier 1977 (Romli 
Atmasasmita 1997:53), mengenai tiga perspektif tentang hubungan 
antara hukum dan organisasi kemasyarakatan di satu pihak dan tiga 
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paradigma tentang studi kejahatan. Perspektif dimaksud adalah 
consensus, pluralist, dan perspective conflict. Prinsip-prinsip yang dianut 
oleh perspektif consensus ini memiliki dampak terhadap paradigma positif 
dari studi kejahatan. Sebagai suatu paradigma studi kejahatan, positif 
menekankan pada determinisme dimana tingkah laku seseorang adalah 
disebabkan oleh hasil hubungan erat sebab-akibat antara individu yang 
bersangkutan dengan lingkungannya. Bahwa tiap orang yang memiliki 
pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga 
sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia. 
 
F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Upaya penanggulangan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar kejahatan tidak terjadi kejahatan. 
Menurut Hoenagels (Arif Gosita, 1983:2)  upaya penanggulangan 
kejahatan dapat di tempuh dengan cara:  
a. Criminal application (penerapan hukum pidana)  
Contoh : Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal tahun, maka 
dalam sistem tersebut baik tuntutan maupun putusan.  
b. Preventif without punisment (pencegahan tanpa pidana)  
Contoh : Dengan cara menerapkan hukuman maksimal kepada pelaku 
kejahatan. Maka secara tidak langsung memberikan prevensi 
(pencegahan) kepada publik walaupun tidak dikenai hukuman atau 
sebagai shock therapy kepada masyarakat.  
c. Influencing views of society in crime and punishment  
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Contoh : Mengsosialisasikan suatu undang-undang dengan 
memberikan gambaran tentang sebagaimana delik itu dan ancaman 
hukumannya.  
Menurut A.S. Alam (2003:79) penanggulangan kejahatan terdiri atas tigs 
bagian pokok, yaitu:  
 
 
1. Pre-emtif  
Yang dimaksud dengan upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang 
dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 
Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan pre-emtif 
adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-
norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.  
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi 
tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun 
ada kesempatan.  
2. Preventif  
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-
emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya 
kejahatan.  
3. Represif  
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Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang 
tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan 
menjatuhkan hukuman. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar 
dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, 
menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat 
dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan 
diatas, maka penelitian yang digunakan meliputi :  
 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian yang dipilih Penulis bertempat di Kepolisian Resor 
Kota Besar Makassar (Polrestabes) dan Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) Kelas 1 Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan 
bahwa Polrestabes dan Lapas memiliki data tentang tindak kejahatan 
tersebut.  
 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis data yang digunakan oleh Penulis dalam proses penyusunan 
skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data 
dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan 
para pakar, narasumber, atau pihak-pihak terkait dengan penulisan skripsi 
ini. Sedangkan data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh 
dari instansi terkait di lokasi penelitian penulis. 
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C. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data berdasarkan metode , yaitu :  
1. Wawancara (interview) dilakukan dengan jalan mengadakan 
wawancara dengan tersangka tindak kejahatan penadahan dan 
aparat kepolisian Polrestabes makassar.  
2. Penelitian kepustakaaan (library Research) yaitu untuk 
mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan 
membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundang-
undangan, dan dokumen-dokumen dari instansi terkait untuk 
memperoleh data sekunder.  
D. Analisis Data  
Data-data yang berhubungan dengan Penadahan dikumpulkan dan 
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu 
memaparkan data yang telah diperoleh kemudian menyimpulkannya.  
Perangkat yang dianalisis atau dikaji yakni data yang termasuk 
dalam kelompok data primer maupun sekunder. Analisis data ini terfokus 
pada KUHP pasal 480 s/d 482 menyangkut kejahatan Penadahan atau 
hukum materil dan formil lainnya.  
Pada masyarakat Indonesia terdapat suatu paradigma yang 
menyatakan bahwa hukum menjadi pengarah atau sarana pembangunan. 
Namun, kenyataan menunjukan bahwa hukum tertinggal di belakang 
pembangunan. Untuk menemukan mengapa terjadi kesenjangan serta 
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bagaimana menghilangkan kesenjangan, perlu dilakukan penelitian. 
Jawaban atas penelitian tersebut, ada yang bersifat teoritis belaka, yaitu 
sekedar untuk menemukan atau menguji keabsahan konsep-konsep atau 
teori-teori yang sudah ada. Ada pula jawaban yang diperlukan untuk 
memecahkan masalah atau dijadikan dasar pemecahan masalah nyata 
atau konkrit. Misalnya, untuk mengetahui secara tepat apakah berbagai 
perundang-undangan masih mampu mendukung pembangunan di 
Indonesia.  
Jadi, penulis membandingkan antara das sollen dengan das sein 
untuk mengetahui penyebab terjadinya Penadahan, penanganan serta 
penegakan hukum terhadap tindak pidana Penadahan di kota Makassar. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Data dan Analisis Tentang Kejahatan Penadahan Kendaraan 
Bermotor Roda Dua di Kota Makassar Periode 2010 – 2013  
Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang 
tingkat kejahatannya sangat tinggi. Kejahatan yang dilakukan pun tak 
sekedar seperti tindak pidana konvensional sebagaimana yang diatur 
dalam kodifikasi, melainkan telah menggunakan cara atau modus yang 
beragam. Dalam hal ini yang akan dianalisis oleh Penulis adalah 
kejahatan penadahan khususnya kendaraan bermotor. Sebelum 
membahas jauh tentang faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
penadahan kendaraan bermotor. Maka terlebih dahulu penulis 
memaparkan data mengenai kejahatan penadahan di Kota Makassar 
yang diperoleh dengan jalan penelitian langsung ke lapangan. 
Guna memperoleh data, penulis melakukan penelitian di 
Polrestabes Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. 
Dari data yang diperoleh, penulis dapat mengetahui faktor-faktor 
penyebab terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor dan 
upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulanginya. 
Dari penelitian yang dilakukan di Polrestabes Makassar, penulis 
mendapatkan data mengenai kejahatan penadahan di Kota Makassar dari 
tahun 2010 hingga 2013 yang dimana dalam kurun waktu tersebut, 
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kejahatan penadahan kendaraan adakalanya meningkat dan adakalanya 
menurun.  
Tabel 1  
Data Kasus Penadahan di Kota Makassar 
Tahun Laporan Selesai 
2010 27 23 
2011 21 20 
2012 25 23 
2013 14 13 
Jumlah 87 76 
Sumber : Kepolisian Resort Kota Besar Makassar Tahun 2014 
Berdasarkan data table 1 di atas dapat disimpulkan bahwa 
intensitas kasus kejahatan penadahan sempat menurun di tahun 2011 lalu 
meningkat di tahun 2012 dan kemudian menurun lagi pada tahun 2013. 
Pada tahun 2010 tercatat laporan yang masuk sebanyak 27 kasus, dan 
selesai sebanyak 23 kasus. Pada tahun 2011 tercatat laporan yang masuk 
sebanyak 21 kasus, dan yang selesai sebanyak 20 kasus. Pada tahun 
2012 tercatat laporan yang masuk sebanyak 25 kasus dan yang selesai 
sebanyak 23 kasus. Pada tahun 2013 tercatat laporan yang masuk 
sebanyak 14 kasus, dan yang selesai sebanyak 13 kasus. Untuk 
keseluruhan kasus yang terselesaikan dalam kurun waktu 4 tahun ini terdapat 
total 76 kasus, sementara yang tak dapat terselesaikan sebanyak 87 kasus. 
Hal ini menandakan betapa kerja keras pun tak cukup untuk menanggulangi 
permasalahan sosial dalam masyarakat sehingga meningkatnya tindak 
pidana di kota Makassar pun tak dapat terelakkan. 
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Ada beberapa faktor yang menyebabkan beberapa laporan kasus 
penadahan tidak diproses. Menurut AIPDA Resky Yospiah Kepala 
SUBBAGKUM Polrestabes Makassar (Wawancara pada tanggal 5 
November 2014) bahwa beberapa kasus menunjukkan bahwa 
sebelumnya yang terduga sebagai pelaku penadahan tidak sadar dan 
tidak mengetahui bila barang yang diperolehnya merupakan hasil dari 
kejahatan. Berbeda dengan kasus yang terproses di atas, pada umumnya 
merupakan kasus yang temuan barangnya diketahui oleh pelaku bila 
barang tersebut hasil dari kejahatan. kasus kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor yang bisa diselesaikan. 
 
B. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penadahan 
Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Makassar  
Sebelum lebih lanjut membahas mengenai faktor–faktor yang dapat 
menjadi penyebab terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor di 
kota Makassar, berikut penulis akan memaparkan melalui tabel data yang 
penulis rangkum dari hasil wawancara dengan warga binaan di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar mengenai motivasi yang mendasari 
warga binaan berikut untuk melakukan kejahatan penadahan kendaraan 
bermotor roda dua. 
Tabel 2  
Pelaku Kejahatan Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar Berdasarkan Motivasi 
atau Faktor Penyebab. 
No. 
Nama 
Pelaku 
Pasal 
Alasan 
Melakukan 
Kejahatan 
Pendidikan Pekerjaan 
1. Said Allas 480 Ekonomi dan SMP Buruh 
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Sai bin 
Daeng 
Lewa 
Lingkungan 
2. Didy Handy 480 
Ekonomi dan 
Lingkungan 
SMA Wiraswasta 
Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar Tahun 2014 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa yang menjadi faktor 
dominan para pelaku dalam melakukan kejahatan penadahan kendaraan 
bermotor di Kota Makassar adalah faktor ekonomi, kemudian diikuti 
dengan faktor lingkungan. 
Dalam wawancara penulis dengan para pelaku, para pelaku 
menjadikan alasan nilai barang yang ekonimis sebagai faktor utama dalam 
melakukan kejahatan penadahan kendaraan bermotor.  
Menurut Brigpol Suhardi (salah seorang penyidik di bareskrim 
polrestabes Makassar dalam wawancara pada hari selasa, 4 November 
2014) bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang 
melakukan kejahatan penadahan kendaraan bermotor roda dua di Kota 
Makassar antara lain:  
1. Murahnya harga barang;  
2. Lingkungan;  
3. Mudahnya melakukan kejahatan penadahan tersebut; dan  
4. Minimnya resiko untuk tertangkap oleh pihak berwajib.  
 
Lebih lanjut penulis akan membahas mengenai kelima faktor di atas 
yang menurut Brigpol Suhardi merupakan faktor–faktor utama terjadinya 
kejahatan penadahan kendaraan bermotor di Kota Makassar.  
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1. Faktor Murahnya Harga Barang  
Faktor murahnya harga barang dapat dikatakan sebagai salah satu 
faktor terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor di Kota 
Makassar. Kebutuhan hidup di daerah perkotaan khususnya kota 
Makassar sangatlah kompleks dan tidak semua masyarakat/individu 
sanggup untuk memenuhinya, maka untuk beberapa individu kemudian 
memutuskan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 
norma – norma masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah melakukan 
kejahatan penadahan. 
Dalam wawancara Penulis dengan Andi Moh. Hamka (Salah Satu Staff di 
Lapas) pada hari selasa, 4 November 2014, beliau mengatakan bahwa :  
 
“Kejahatan Penadahan di kota Makassar ini sebagian besar dilakukan 
oleh orang yang berada dan ingin memperoleh keuntungan yang lebih 
dengan memanfaatkan orang lain untuk melakukan kejahatan guna 
memperoleh barang dengan harga di bawah standar pasaran”.  
Dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut, bahwa pelaku 
penadahan melakukan kejahatan tersebut untuk memperoleh keuntungan 
dengan mengesampingkan resiko yang ada dan menjadi “otak” dari tindak 
kriminal dengan memanfaatkan orang lain untuk melakukan kejahatan 
seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan sebagainya. 
2. Faktor Lingkungan  
Selain faktor murah nya, salah satu faktor yang mempengaruhi 
terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor di kota Makassar 
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adalah faktor lingkungan, dimana tidak adanya kontrol dari masyarakat 
dan keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku seringkali bergaul dengan 
orang yang sering melakukan tindakan kriminal khususnya kejahatan 
penadahan. 
Dalam wawancara penulis dengan salah seorang warga binaan 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar yang bernama Said Allas Sai 
bin Daeng Lewa pada hari senin 3 November 2014, penulis mendapati 
bahwa Said melakukan kejahatan tersebut dilatar belakangi selain harga 
barang yang murah, ternyata pelaku juga memilki kenalan seorang pelaku 
pencurian bernama Nardi yang kebetulan tidak jauh dari rumah said. Said 
melakukan penadahan karna tergiur oleh harga yang ditawarkan oleh 
nardi apalagi said membutuhkan kendaraan sebagai alat transportasi 
dalam melakukan pekerjaannya sebagai buruh. 
Berdasarkan keterangan di atas, dapat penulis menyimpulkan 
bahwa lingkungan dapat membawa pengaruh buruk bagi seseorang 
sekalipun orang tersebut semula tidak memiliki niat jahat sebelumnya. 
3. Faktor Mudahnya melakukan kejahatan penadahan tersebut 
Selain faktor murahnya harga barang dan lingkungan, ada pula 
faktor lain yang menunjang terjadi kejahatan penadahan kendaraan 
bermotor yaitu mudahnya melakukan kejahatan penadahan tersebut. 
Hanya dengan memliki “jaringan” atau kenalan seorang pelaku kejahatan 
lain para penadah dapat dengan mudah memperoleh barang.  
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Dalam wawancara Penulis pada hari Senin 3 November 2014 
dengan pelaku yang juga melakukan kejahatan penadahan kendaraan 
bermotor yang bernama Didy Handy, mengatakan Bahwa:  
“Saya melakukan kejahatan penadahan karena keuntungan yang 
diperoleh cukup besar dan barang hasil penadahan bisa diperoleh dengan 
mudah dari kawan-kawan yang sering melakukan pencurian kendaraan 
bermotor, lalu barang dapat dengan mudah saya pasarkan di daerah 
seperti sidrap, barru dan bone untuk menghilangkan jejak dari barang 
tersebut apalagi di daerah tersebut ada kawan yang siap mencarikan 
pembeli” 
Berdasarkan uraian pelaku, penulis menyimpulkan bahwa 
kejahatan penadahan kendaraan bermotor tersebut sangat mudah 
dilakukan ini dikarenakan barang hasil kejahatan dapat dengan mudah 
diperoleh dan mudah untuk dipasarkan.  
Sesuai dengan hasil wawancara dengan Brigpol Suhardi, kepada 
penulis adalah minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib sehingga 
pelaku merasa mudah untuk melakukan kejahatan penadahan tersebut. 
Lebih lanjut Brigpol Suhardi, menegaskan bahwa dengan banyaknya 
jumlah kendaraan bermotor di kota Makassar menjadi alasan sulitnya 
mengidentifikasi barang hasil kejahatan apalagi barang tersebut biasa 
dikirim oleh para pelaku penadahan keluar daerah sehingga sulit untuk 
melacaknya. 
C. Upaya – Upaya yang Dilakukan Untuk Mengurangi Jumlah 
Kejahatan Penadahan Kendaraan bermotor  
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Guna meminimalisir terjadinya kejahatan penadahan kendaraan 
bermotor maka dibutuhkan langkah – langkah penanggulangan. Brigpol 
Suhardi menyatakan bahwa ada dua bentuk penanggulangan yang dapat 
ditempuh guna meminimalisir kejahatan penadahan kendaraan bermotor 
di kota Makassar yaitu upaya preventif dan upaya represif. Selanjutnya 
penulis akan mengurai lebih lanjut mengenai kedua upaya tersebut 
sebagai berikut. 
1. Upaya Preventif  
Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan dengan kegiatan 
pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah 
satuan kepolisian Polrestabes Makassar guna meminimalisir terjadinya 
tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang terjadi di kota 
Makassar.  
Upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak Polrestabes 
Makassar guna meminimalisir kejahatan penadahan kendaraan bermotor 
antara lain:  
 
a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan.  
Brigpol Suhardi menyatakan bahwa salah satu upaya yang dapat 
dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan penadahan kendaraan 
bermotor adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan secara luas 
kepada masyarakat. Dalam kegiatan penyuluhan ini dihadirkan pemateri 
dari kepolisian. Penyuluhan ini dapat memberikan pengetahuan 
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bagaimana agar masyarakat terhindar dan tidak menjadi salah satu 
pelaku kejahatan penadahan kendaraan bermotor. 
b. Memberikan himbauan melalui media  
Upaya ini dapat dilakukan sebagai bentuk upaya mencegah 
terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor. Himbauan tersebut 
dapat berupa audio, visual, maupun audio visual.Contoh: Himbauan 
melalui media cetak, bungkusan produk , radio, dan dapat pula melalui 
media televisi.  
Brigpol Suhardi menyatakan bahwa cara ini sangat efektif dalam 
mengurangi kejahatan penadahan kendaraan bermotor. Hal ini ditandai 
dengan berkurangnya tingkat kejahatan penadahan kendaraan bermotor 
tersebut.  
2. Upaya Represif  
Upaya penanggulangan secara represif adalah upaya yang 
dilakukan dalam hal penindakan dan pembinaan terhadap pelaku, dalam 
penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:  
a. Upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku.  
Upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan 
melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kejahatan penadahan 
kendaraan bermotor dan mengejar pelaku yang diduga turut bekerja 
sama. kemudian akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar untuk 
selanjutnya dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan pelaku.  
b. Upaya pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan.  
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Andi Moh. Hamka Selaku Staff Pembinaan Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar (wawancara Hari Selasa 4 November 
2014) mengemukakan bahwa terdapat beberapa bentuk pembinaan yang 
diberikan kepada warga binaan (narapidana) selama menjalani masa 
hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar antara lain: 
1. Pembinaan Rohani / Spiritual  
Pembinaan rohani bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan 
Klas I Makassar sangatlah penting, dimana para warga binaan diberi 
binaan berupa kegiatan agama dengan melaksanakan ceramah 
jumat dan shalat berjamaah setiap hari bagi warga binaan yang 
beragama Islam, dan untuk yang beragama Kristen dilaksanakan 
ibadah setiap hari minggu.  
Kegiatan – kegiatan di atas dilakukan dengan tujuan agar para 
warga binaan setelah selesai masa hukumannya nanti dapat 
memiliki mental yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.  
2. Pembinaan Jasmani.  
Pembinaan jasmani di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar 
direalisasikan dalam berbagai bentuk seperti kegiatan olahraga 
sepakbola, dan sepak takraw yang dilaksanakan setiap sore hari, 
dan kegiatan senam pagi setiap hari Jumat. Selain kegiatan 
olahraga, dilaksanakan pula kegiatan kerja bakti setiap pagi.  
Kegiatan – kegiatan diatas dilaksanakan dengan tujuan membentuk 
jiwa dan fikiran para warga binaan agar selalu bersikap optimis dan 
berfikir positif, juga agar para warga binaan tidak menjalani masa 
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hukuman dengan bermalas – malasan dan dapat membangun 
kepercayaan diri para warga binaan agar dapat membaur kembali di 
masyarakat kelak.  
3. Pembinaan Keterampilan.  
Pembinaan keterampilan bagi warga binaan Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar dilaksanakan dengan 
menyesuaikan bakat keterampilan dasar yang dimiliki masing - 
masing warga binaan. Pembinaan ketrampilan yang diberikan 
antara lain ketrampilan membuat kerajinan tangan seperti 
pembuatan bingkai foto dari bahan dasar koran, pion lampu, hiasan 
dinding, anyaman dan kerajinan lainnya.  
Di samping gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar juga 
terdapat bengkel yang dikelola oleh warga binaan. Pemberian 
berbagai ketrampilan di atas bertujuan agar para warga binaan 
memperoleh ketrampilan yang dapat dimanfaatkan kelak ketika 
bebas, sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan tidak 
menganggur lagi dan membuat mereka kembali melakukan 
kejahatan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa terjadinya 
kejahatan penadahan kendaraan bermotor di kota Makassar 
dipengaruhi oleh beberapa faktor. antara lain faktor murahnya harga 
barang, lingkungan dan mudahnya melakukan kejahatan 
penadahan karena minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib. 
2. Upaya – upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan 
terjadinya kejahatan penadahan kendaraan bermotor di kota 
Makassar terbagi atas dua yaitu upaya preventif atau pencegahan 
dan upaya represif atau penindakan. Upaya preventif berupa 
melaksanakan kegiatan penyuluhan dan memberikan himbauan 
melalui media. Upaya represif berupa upaya penindakan dan 
penerapan hukuman bagi pelaku serta upaya pembinaan oleh 
lembaga pemasyarakatan 
 
B. Saran 
1. Selain mengadakan penyuluhan hukum mengenai bahaya tindak 
terjadinya kejahatan penadahan di kota Makassar, hendaknya 
pemerintah turut memfungsikan kementrian agama sebagaimana 
mestinya dalam hal ini guna meningkatkan kegiatan bimbingan 
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keagamaan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memiliki 
keimanan yang kuat serta kesadaran bahwa tindakan kejahatan 
yang dilakukan selain melanggar hukum juga bertentangan dengan 
norma agama.  
2. Bagi pihak berwenang agar memberikan himbauan bagi seluruh 
warga masyarakat khususnya kota Makassar untuk selalu waspada 
akan adanya kejahatan penadahan dan perlunya peran serta 
masyarakat dalam memberantas kejahatan penadahan tersebut 
dengan melaporkan kepada pihak kepolisian.  
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